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ABSTRAK

Muhammad Khairul Falah. 2011110055. “Pengaruh Penerapan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara
Bukan Pajak( PNBP ) Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait Biaya
Pecatatan Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan)”

Kata Kunci:” Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2015 mengenai biaya Nikah.

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Kementerian Agama RI Mengenai Biaya
Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. telah
melaksananakan PP no. 19 Tahun 2015 sesuai dengan peraturan pemerintah
yang berlaku, yaitu: Perbaikan pelayanan pendaftaran Nikah/Rujuk di KUA yang
lebih  baik, efektif dan efesien berbasis pelayanan publik. Menanamkan
kedisiplinan administrasi masyarakat dalam hal pengajuan berkas permohonan
Nikah/Rujuk, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam hal pencatatan
administrasi KUA. Memberikan kesadaran publik tentang pelayanan KUA yang
sebetulnya mudah untuk dilaksanakan, sehingga memberikan kesadaran kepada
masyarakat untuk datang dan mengurus sendiri ke KUA Menerapkan pola
pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan Wiradesa serta memberikan informasi
yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (kepustakaan) yang
bersifat deskriptif evaluatif- Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan sebagai titik tolaknya, disamping pendekatan lainnya yang sesuai,
seperti pendekatan analitis (analytical approach). Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Di samping itu penulis juga
menyeriakan hasil interview sebagai bahan pendukung. Tehnik pengumpulan data
yvang dipakai adalah dokumentasi melalui studi pustaka, wawancara, dan
penelusuran media internet. Sedangkan untuk teknik analisis datanya, penulis
menggunakan metode/teknik Content Analysis. Metode ini digunakan untuk
menganalisis isi dari putusan peraturan pemerintah No 19 Tahun 2015 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Kementerian Agama Ri Terkait Biaya
Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terhadap
Perubahan Tempat Pernikahan dan didukung dengan lapangan melalui pengumpulan
data melalui wawancara dan penelusuran media internet yang disesuaikan dengan
pokok masalah, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan deduktif

Setelah diadakan penelitian oleh penyusun maka terungkap bahwa ketentuan
hukum dalam pelaksanaan dilapangan belum sesuai dengan praktek dilapangan.
Dan pengaruhnya terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Kementerian Agama Ri Mengenai
Biaya Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
Terhadap pencatatan nikahyang mana banyak oknum yang menyalahinya. Dilihat dari
sisi prakiek dilapangan terutama dari perangatkat desa yaitu lebe yang meminta harea lebih
dahulu walaupun perundang-undangannya sudah ditetapkan bahwa nikah dikantor gratis
diluar kantor (dirumah) dikenakan biaya Rp 600 ribu rupiah.
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Atas segala jasa yang diberikan, penulis hanya bisa mendo’akan Taqabbal
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PEDOMAN TRANSLITERAST ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah pedoman Transliterasi

Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
! Ba' b Be
= Ta' t Te
< Tsa' S Es (dengan titik di atas)
= Jim j Je
- Ha' h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha' kh Ka dan Ha
2 Dal d De
3 Zal % Zet (dengan titik di atas)
J Ra' r Er
J Za' z Zet
o Sin s Es
o Syin sy Es dan Ye
U Sad s Es (dengan titik di bawah)
o Dad d De (dengan titik di bawah)
L Ta' t Te (dengan titik di bawah)
L Za' z Zet (dengan titik di bawah)
& Ain ¢ koma terbalik (di atas)
¢ Gain gh Ge dan ha
- Fa' f Ef
3 Qaf q Ki
&l Kaf k Ka
J Lam 1 Ei
¢ Mim m Em
J Nun n En
3 Waw W We
o Ha' h Ha
¢ Hamzah ) Apostrop
S Ya' y Ye




Catatan:

I. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya ; Li:)
ditulis Rabband.

2. Vokal panjang (mad) ; Fathah (baris di atas) di tulis &, kasrah (baris di
bawah) di tulis i, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan .
Misalnya; 4 L3V ditulis al-Qdri‘ah, =Sl ditulis al-Masdkin
Osataal ditulis al-Muflinin

3. Kata sandang alif + lam (J'): Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis a/,
misalnya ; O3 38 ditulis a/-Kdfiran. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf
syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ;
Jbs N ditulis ar-Rijal.

4. Ta’ marbithah (5 ) Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya;
s 3]l ditulis al-Bagarah. Bila di tengah kalimat ditulis t, misalnya; 35
il ditulis zakdr al-Mal, atau ¢\l 5 5 s ditulis sarat an-Nisd'.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;

G35 s 985 ditulis wa huwa khair ar-Rdzigin.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, menikah merupakan hak setiap manusia. Pernikahan
merupakan pintu awal untuk membentuk sebuah keluarga dan masyarakat.
Pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual
suami isteri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk
menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi
manusia di atas bumi. Keberadaan nikah sejalan dengan lahimya manusia
pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah
SWT terhadap hamba-Nya.

Dalam hal pernikahan, masyarakat Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan memiliki tradisi menikahkan anak atau keluarganya di rumah
pengantin perempuan. Tradisi tersebut memiliki prestise tersendiri di
kalangan keluarga pengantin perempuan. Tradisi tersebut diiringi dengan
kebiasaan menghadirkan para tokch agama dan tokoh masyarakat. Sesuai
dengan tradisi tersebut, maka sebagian besar pernikahan dilaksanakan di luar
kantor atau rumah pengantin perempuan. Namun, setelah resmi berlakunya
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) kementerian Agama RI Terkait
Biaya Pecatatan Nikah di KUA Kecamatan Wiradesa. Di dalam pasal 5 ayat
I menjelaskan bahwa “Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau

rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan




Agama Kecamatar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b
tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.” Kemudian pasal 5 Ayat
2 menjelaskan bahwa “Dalam hal nikah atau rujuk dilaksartakan di luar
Rantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa
profesi  sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.” Dalam
pasal 5 ayat 1 dan 2 sudah jelas bawasanya pencatatan nikah dan rujuk di
kantor urusan Agama tidak dikenakan biaya dan jika diluar dikenakan biaya
transportasi dan jasa profesi. Namun di masyarakat pengguna layanan nikah
di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak sesuai apa yang di tentukan
dalam pasal 5. Karena dari kantor Urusan Agama adanya pegawai yang tidak
mempunyai  status pegawai dalam kantor tersebut. Sehingga terjadi
kejanggalan dalam hal biaya pencatatan nikah.

Peraturan tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun
2004. Peraturan ini berisi tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku di Departemen Agama. Terhadap Pelayanan
Nikah dan Rujuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2004
mengatur bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu pertama
gratis atau nol rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di KUA: dan
kedua dikenakan biaya enam ratus ribu rupiah jika nikah dilakukan di luar
KUA .Biaya terscbut diserahkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP). Bahkan, biaya ini dapat pula digratiskan kepada




(0S)

masyarakat miskin yang memiliki surat keterangan miskin yang dikeluarkan
oleh pihak kecamatan. Namun, dalam prakteknya terjadi penyelewengan dari
oknum penghulu. Jumlah biaya yang scharusnya dibayar oleh masyarakat
kepada  oknum pegawai pembantu pencatat nikah dibayarkan dapat
mencapai  Rp 500.000, jika pernikahan di kantor Urusan Agama. Dan jika
diluar kantor maka akan lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah dalam
biaya pencatatannya.

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 secara resmi diubah menjadi
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden
Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2014. Namun, pada tanggal 6 Me;j
2015 Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tersebut diganti dengan
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015. Didalam Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2015 tersebut berisi tentang ketentuan mengenai penerimaan dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan bahwa biaya nikah diluar Kantor Urusan
Agama sebesar Rp 600.000; sedangkan nikah didalam Kantor Urusan Agama
tidak dikenai biaya (gratis). ' Berdasarkan sumber yang penulis dapatkan dari
keterangan- keterangan masyarakat dan Kepala kantor Urusan Agama yng
menyatakan bahwa pada prakteknya ada pihak yang memanfaatkan
ketidaktahuan masyarakat memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan
pengantin mengenai pengurusan pembayaran yang diwakilkan kepada
petugas kelurahan ataupihak lainnya. Oknum tersebut kemudian meminta

pembayaran di atas tarif resmi antara Rp. 800.000.- atau lebih. Dalam hal inj

" Edaran KEMENAG RI




penulis penulis tertarik untuk menjadikan KUA Kecamatan Wiradesa sebhagal
objek penelitian. Ketertarikan penulis tersebut berdasarkan pada letak
geografis, keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Kecamatan Wiradesa.
Warga Kecamatan Wiradesa mempunyai beberapa golongan  bawah,
menengah dan keatas, schingga mereka wajar saja jika mereka tidak
mempermasalahkan berapun jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk
melangsungkan pernikahan di karenakan ketidaktahuan informasi biaya
pencatatan nikah. Dalam hal ini Berawal dari fenomena diatas, kemudian
mendorong penulis untuk mengkaji, meneliti, serta mencermati lebih jauh
dalam bentuk skripsi yang mungkin akan memberikan implikasi bagi
kehidupan masyarakat mendatang. Adapun judul yang penulis angkat
“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang
Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP ) Kementerian
Agama Republik Indonesia Terkait Biaya Pecatatan Nikah (Studi Kasus Di
KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan PP no. 19 Tahun 2015 tentang biaya pecatatan

nikah di KUA Kec. Wiradesa?

2. Bagaimana pengaruh penerapan PP No. 19 Tahun 2015 tentang biaya

pecatatan nikah di KUA Kec Wiradesa.?




C. Tujuan dan kegunaan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif.

a. Mengetahui substansi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
terkait biaya pencatatan nikah.

b. Mengetahui dasar pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama dalam
mengambil sikap atas oknum pencatatan nikah terkait biaya nikah.

2. Tujuan Subjektif |

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan
pemahaman penulis khususnya di bidang Hukum Keluarga.

b. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari’ah STAIN
Pekalongan.

D.  Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya di bidang Hukum Islam.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di
bidang karya ilmiah serta bahan masukan atau perbandingan bagi

penelitian sejenis di masa yang akan datang.




2. Manfaat Praktis

a.  Memperoleh data untuk dianalisa schingga dapat menjawab rumusan
masalah yang penulis kemukakan.

b. Memperoleh wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai
informasi PP No.19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP ) Kementerian Agama
Republik Indonesia Terkait Biaya Pecatatan Nikah.

¢. Menambah khazanah keilmuan, meningkatkan penalaran, membentuk
pola pikir dinamis, serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis
selama studi di Jurusan Syari’ah Ahwalusy Syakhshiyyah STAIN
Pekalongan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang bertema tentang pencatatan nikah
antara lain:

Respon Penghulu KUA Kec. Pamulang Tentang Pembebasan Biaya
Administrasi Nikah dan Rujuk. oleh Andhika Kharis Ahmadi, NIM
109044200001 UIN Syarif Hidayatullah,Tahun 2013 Dalam skripsi ini
membahas tentang respon penghulu Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pamulang mengenai pembebasan biaya administrasi nikah dan
rujuk yang akan dicanangkan oleh Kementerian Agama. Adapun respon
penghulu mengenai pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk tersebut
akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak vang akan

melakukan pernikahan atau rujuk. Selain itu dampak positif tersebut juga




akan merubah pandangan negatif masyarakat terhadap penghulu atas adanya
biaya administrasi nikah dan rujuk. 1 “Faktor Penyebab Biaya Administrasi
Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi Kasus Pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)".0leh
Imam Zakiyudin , lulusan UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014 > Dari
penelitian ini didapatkan hasil bahwa besaran biaya administrasi pencatatan
pernikahan pada realitanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan biaya administrasi pencatatan, yang mana hal tersebut dirasa
terlalu mahal. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait
dengan biaya administrasi pencatatan pernikahan sehingga membebankan
pada pelaku pernikahan. Untuk mengatasi pembengkakan biaya administrasi
pencatatan pernikahan perlu adanya kerja sama birokrasi KUA Kecamatan
Bumijaya dengan Kementerian Agama dalam mensosialisasikan kisaran
biaya admnistrasi pencatatan pernikahan yang ideal dan dapat dijangkau
oleh masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian lainnya berjudul, “Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015
Tentang Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Agama RI Terkait Biaya
pencatatan nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan™
dilakukan oleh M. Riza, lulusan STAIN Pekalongan tahun 2015, Dari
penelitian ini didapatkan hasil bahwa pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 di

Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan belum begitu maksimal.

* Imam Zakiyudin, “Fakor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi
Tinggi (Studi Kasus Pada Kantor wrusan Agama Kecamatan Bumijaya Kabupaten tegal Tahun
2009-2013”, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2014), http://repository.uinjkt.ac.id




Hal ini dikarenakan masyarakat belum begitu tahu persis terkait besaran
biaya pencatatan pernikahan yang diamanatkan dalam PP No. 19 tahun 2015
tersebut, ini menunjukkan kurangnya perhatian pihak-pihak terkait dalam
upayanya mensosialisasikan PP tersebut. la juga menemukan adanya
penggelembungan biaya pencatatan pernikahan diluar darj ketentuan yang
sudah diatur dalam PP No. 19 Tahun 2015. Adapun pembengkakan
biayanya mencapai 41% sampai 100% dari biaya asli yang tertera dalam PP
No. 19 Tahun 2015

Karya Ilmiah, karya Tolkhah ,Dalam karya ilmiah yang berjudul
“Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan
Biaya pencatatan nikah” (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus), dalam
karya ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja layanan
publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan
presentase mencapai 69,4%,demikian pula persepsi masyarakat terhadap
kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan
dengan capaian angka 58,4%.Dari jumlah pernikahan dalam tahun 2013
sebesar 8.117 pasangan,lebih dari 85% dilaksanakan diluar KUA. Ketika
petugas KUA menikahkan diluar KUA selain mengawasi dan mencatat
pernikahan,petugas KUA Juga banyak melakukan peran tambahan yang
diminta masyarakat yaitu untuk mengakadkan,menyampaikan khutbah dan

memberikan mauidhah khasanah,konsekuensinya biaya yang dikeluarkan

* M. Riza, “Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif PNBP
Kementerian Agama RI Terkait Biaya pencaiatan nikah di KUA Kecamatan Karangdadap
Kabupaten Pekalongan™, ( Pekalogan: STAIN Pekalongan. 2015).




masyarakat lebih besar dari biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan
pemerintah (sebelum diatur PP No.48 Tahun 2014).Ditinjau dari hukum
positif maka pengenaan biaya diluar yang untuk pencatatan maka dapat
dikelompokkan  menjadi  biaya  transport  dan jasa  layanan
mengakadkan,khutbah nikah,mauidhah khasanah yang lazim disebut
bisyaroh (pesangon).Maka,ia tidak serta merta dapat disebut sebagai
melanggar hukum (gratifikasi).Sedangkan telah terbitnya PP no.48 Tahun
2014,maka pemberian bisyarah itu termasuk sebagai pelanggaran hukum.*
Dari tinjauan pustaka yang telah penulis kaji, paling tidak terdapat
perbedaan yang signifikan dengan penenlitian yang penulis ajukan dalam
judul. Yakni walaupun berbicara mengenai PP No. 19 Tahun 2015 tentang
biaya pencatatan perkawinan namun data yang ingin penulis kaji jelas-jelas
berbeda. Data tersebut penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan. Selain itu, penulis lebih berfokus kepada penerapan
PP No. 19 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan serta penulis juga berfokus kepada implikasi perubahan PP No.
19 Tahun 2015 terhadap pilihan Masyarakat Kecamatan Wiradesa terkait
perubahan tempat pernikahan. Jadi, hal inilah yang menjadikan penelitian
ini berbeda dengan yang lainnya dan telah mempu  untuk  diyji

orisinalitasnya.

4 Tolkhah, Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya
pecatatan Nikah (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus) Fakultas Syariah UIN Wali Songo
Semarang,2014,
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F. Kerangka Teori

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam, nikah disamakan dengan perkawinan sehingga istilah yang digunakan
di dalamnya adalah perkawinan. Dari sudut ilmu bahasa atau sematik
perkataan perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan
dari bahasa arab nikah atau zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti
sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih
atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yvakni wathaa yang
berarti sefubuh atau agad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.’
Dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam
pengertian kiasan.®

Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawin
an dalam pasal 1 mengartikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres
No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat
atau  miitsagan  ghaliidhan untuk  menaati  perintah  Allah  dan

melaksanakannya merupakan ibadah.’

273.

> Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 272-

¢ Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia (Bandung:

PT Remaja Rosdakarya, 1991), him. 2.

” Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

him. 14,
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Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2)
menyebutkan bahwa :

(1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 tentang pelaksanaan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan
bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan
Pencatatan Perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatatan
Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Atas dasar itulah yang menjadi
acuan dalam proses pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia
yang beragama Islam untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pada dasarnya akad
nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Akad nikah dapat
Juga dilakukan di luar KUA baik di masjid, di mushalla, di gedung atau di
rumah dengan syarat persetujuan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan pihak
calon pengantin.

Berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang biaya pernikahan,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 menyebutkan bahwa menikah
di luar jam kerja kantor atau di luar KUA biayanya adalah Rp. 600.000,-.

Bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan korban bencana




maka pernikahannya dapat dilakukan di luar KUA dengan biaya Rp.0,-3
Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tersebut,
masyarakat pengguna layanan nikah, dalam penelitian ini adalah Kecamatan
Wiradesa mulai mempertimbangkan pilihan menikah dalam kantor.

Berdasarkan observasi awal, peneliti permikahan yang dilaksanakan
di dalam KUA meningkat dibanding pernikahan yang dilangsungkan di luar
KUA. Meski demikian, tradisi masyarakat kec. Wiradesa yang cenderung
menikahkan anak ataupun keluarganya di luar KUA tersebut masih melekat
kuat. Tentunya hal ini menuntut KUA untuk bisa memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ini sebenarnya secara
tidak langsung terpengaruh dengan adanya isu gratifikasi yang dilakukan
oleh penghulu. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 di Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan, serta bagaimana implikasinya terhadap pilihan
masyarakat Kecamatan Wiradesa terkait tempat pernikahan.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian
hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang

* Lihat: PP No. 19 Tahun 2015 pasal 5 ayat (1) dan (2).




terdiri dari bahan hukum primer. bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif. Penulis dalam penelitian
ini berusaha untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek
dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan,
kemudian data hasil penelitian sebagaimana adanya tersebut dievaluasi
apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan
perundang-undangan sebagai titik tolaknya, disamping pendekatan
lainnya yang sesuai, karena fokus atau tema sentralnya adalah berbagai
aturan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan
pendekatan perundang-undangan (starute approach) dan pendekatan
analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti menggunakan sifat
hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan
sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang
berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah
terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait

dengan masalah yang diteliti




Pendekatan analitis (analytical approach) dilakukan dengan
mencarl makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam
perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau
makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara
praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.’

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka
berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh
melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangan lainnya yang
terkait, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya

~ serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini, di samping
juga hasil interview sebagai bahan pendukung.
5. Sumber Data
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Antara lain sebagai berikut:
1)} Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014
2) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014

3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015

* Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.187.




Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan penelitian hukum
sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap
peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas,
buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian,
maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan
ini;

b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

6. Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah
dokumentasi dan wawancara. Proses pengumpulan data diperoleh dengan
cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-
catatan, arsip-arsip. Disamping itu, penulis memakai teknik wawancara
dan penelusuran dengan media internet sebagai bahan pendukung dalam
melakukan pengolahan dan analisis data serta penarikan kesimpulan.
7. Tehnik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Content
Analysis. Content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan

atau komunikasi secara sistematis yang mendasarkan pada deskripsi yang
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dimanifestasikan.'’ Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dari
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP ) Kementerian Agama Republik
Indonesia Terkait Biaya Pecatatan Nikah serta menganalisis pengaruh
dari penetapan PP No 19 Tahun 2015 terhadap oknum pembantu
pencatat nikah.'"
H. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penjelasan, penelaahan, dan pemahaman maka
dalam penelitian ini penulisannya dibagi menjadi 5 bab yang setiap babnya
terdiri dari sub-sub bab. Tiap bab ataupun sub bab yang satu dengan lainnya
merupakan rangkaian yang sangat terkait.
BAB1 : PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi tentang latar Belakang Masalah, rumusan
masalah, pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian,
dan Sistematika Penelitian,
BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN
Berisi tentang:
A. Pencatatan Perkawinan

1. Definisi Pencatatan Perkawinan

0 Noeng Muhadjir, Metadologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996) him.
49,
" Ibid.. him. 192.
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2. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam
3. Urgensi Pencatatan Perkawinan
B. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22/1946, UU No.
1/1974, dan KHI
a. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22/1946
b. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974
c. Pencatatan Perkawinan Menurut KHI
C. Pencatatan Pernikahan, meliputi:
a. Prosedur Pencatatan Pernikahan
b. Biaya pencatatan nikah menurut Peraturan Pemerintah No
19 Tahun 2015
¢. Pilihan Masyarakat Terkait Tempat Pernikahan
BAB TIl: GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KEC.
WIRADESA KAB. PEKALONGAN
A. Letak Geografis Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, meliputi:
1. Letak geografis Kecamatam Wiradesa
2. Populasi Penduduk Kecamatan Wiradesa

3. Perekonomian dan Kebudayaan Masyarakat Kec. Wiradesa

+

Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Kec. Wiradesa
B. Profil kantor Urusan Agama Kec. Wiradesa :

1. Sejarah KUA Kecamatan Wiradesa,

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wiradesa

3. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Wiradesa
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C. Data Statistik Pernikahan Tahun 2015 di KUA Kecamatan

Wiradesa.

BAB 1V: Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak( PNBP ) Kementerian Agama
Republik Indonesia Terkait Biaya Pecatatan Nikah (Studi
Kasus Di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan)”

a. Pelaksanaan penerapan PP no. 19 Tahun 2015 tentang biaya
pecatatan nikah di KUA Kec. Wiradesa.
b. Analisis pengaruh penerapan PP No. 19 Tahun 2015 tentang
biaya pecatatan nikah di KUA Kec Wiradesa.
BABYV :PENUTUP

Penutup yang terdiri dari hasil penelitian, kesimpulan dan saran.




A.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa sudah
menetapkan biaya nikah yang sesuai dengan ketentuan PP No. 19 Tahun

2015, Bahwa biaya pencatatan nikah (baik di kantor KUA maupun diluar

KUA) adalah gratis ( revisi pasal 6 ayat 1). Pihak KUA Kecamatan Wiradesa

Kabupaten Pekalongan siap membantu masyarakat di wilayah KUA
Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan mempermudah proses
berjalannya pernikahan, dengan cara menyanggupi untuk melangsungkan
akad nikah diluar jam kerja KUA tanpa ada biaya tambahan, pasangan
pengantin juga bisa mengajukan pembebasan biaya nikah dirumah asal
menunjukan surat keterangan tidak mampu yang sah dan diakui menurut
aturan. Kantor urusan agama kecamatan wiradesa telah sesuai dalam
melaksanakan peraturan pemerintah No 19 Tahun 2015 dengan tepat.

Namun ada oknum-oknum yang mencederai pelaksanaan KUA
dengan menarif biaya sendiri selain ketetapan pemerintah. hingga meresahkan
masyarakat dengan nilai biaya yang harus dibayarkan kepada oknum-oknum
tersebut .

Pengaruh penegakan hukum, KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan telah melaksananakan PP no. 19 Tahun 2015 sesual dengan

peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu:
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I. Perbaikan pelayanan pendaftaran Nikah/Rujuk di KUA yang lebih baik,
efektif dan efesien berbasis pelayanan publik.

2. Menanamkan kedisiplinan administrasi masyarakat dalam hal pengajuan
berkas permohonan Nikah/Rujuk, sehingga dapat meminimalisir
kesalahan dalam hal pencatatan administrasi KUA.

3. Memberikan kesadaran publik tentang pelayanan KUA yang sebetulnya
mudah untuk dilaksanakan, sehingga memberikan kesadaran kepada
masyarakat untuk datang dan mengurus sendiri ke KUA.

4. Menerapkan pola pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan Wiradesa
serta memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

5. Meningkatkan Kesadaran Publik dengan ditandai meningkatkanya
jumlah masyarakat yang mengurus secara pribadi ke KUA.

6.  Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.

7. Perbaikan Pelayanan KUA  berbasis penggunaan Informasi dan
Tehnologi (IT)

8. Meminimalisir opini pungli KUA dalam hal biaya Nikah dengan jalan
memberikan informasi yang sejelas-jelasnya ke masyarakat.

Saran-Saran.

Pihak dari kepengurusan KUA sebaiknya -hemat penulis- isu naiknya
biaya pencatatan nikah ini seyogyanya tidak dibiarkan menggelinding bak
bola liar, melainkan harus juga menjadi perhatian serius jajaran KUA untuk
kemudian diluruskan dan dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat

dan para pihak terkait (P3N, Kepala Desa/Lurah, dan Camat). Fakta di
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lapangan membuktikan, bahwa komunikasi yang baik dengan para pihak
terkait tersebut bisa menghasilkan solusi bijak dalam mengatasi potensi
membengkaknya biaya pencatatan nikah. Bagi Kepala KUA yang bertugas
di Kecamatan, Forum MUSPIKA dan Rapat Kecamatan bisa dimanfaatkan
sebagai ajang musyawarah antar-stakeholders untuk menentukan dasar-dasar
kebijakan pro rakyat yang kemudian bisa menjadi pedoman bagi P3N dalam
menentukan besaran biaya nikah yang tidak memberatkan masyarakat, namun

tetap mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait.
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HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN

WIRADESA
Nama : Muhammad Musa Bihin S.Ag, M.Sy.
Hari. : Rabu, 24 Juni 2015
Waktu :09.05 WIB s/d selesai
Tempat : KUA Kecamatan Wiradesa

1. Apakah PP No. 19 Tahun 2015 sudah diterapkan dan disosialisasikan di-
KUA Kecamatan Wiradesa 9
Jawab : PP No. 19 Tahun 2015 sudah kami terapkan dan sudah
disosialisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sejak 30 hariterhitung
dari tanggal yang telah diundangkan yaitu pada kisaran bulan Juli 2014
hingga bulan April 2015. Bahkan saat ini sudah dibuat PP bary yaitu PP No.
19 Tahun 2015 yang pada dasarnya isi dan ketentuan yang berlaku di PP
No. 19 Tahun 2015 sama dengan PP No. 48 Tahun 2015 yaitu tentang Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Apakah bapak menemukan kendala setelah menerapkan PP No. 48 Tahun
20147 Kalaupun ada bagaimana solusinya?

Jawab : Sejauh inj bagus dan tidak ada masalah dengan PP No. 48
Tahun 2014 kalaupun ada kendala seperti calon penganiin tidak mampu
maka harus mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT tempat
calon pengantin tinggal agar biaya yang dikeluarkan menjadi Rp. 0,00.

3. Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap prosedur permikahan di KUA




dan PP No. 48 Tahun 20147

Jawab : Antusiasme masyarakat dalam prosedur pernikahan sangat
tinggi. Ke;rena ini bagian dari kelangsungan hidup mereka masing-
masing.Ada masyarakat yang mengurus proses pernikahannya sendiri dan
ada yang diwakilkan oleh pihak keluarga calon pengantin. Kalaupun ada
yang belum mengetahui runtutan prosedur pendaftaran menikah, va karni
bimbing dan beritahu bagaimana prosedur pendaftaran menikah.

4. .Apakah di KUA Kecamatan Wiradesa mengadakan kursus calon
pengantin?

Jawab : Ya, ada. Kamj mengadakan kursus calon pengantin 1 (satu)
bulan 2 (dua) kali dan antusiasme masyarakat disini tinggi untuk ingin
mengikuti kursus calon pengantin tetapt karena terhambat oleh pekerjaan
yang susah dapat izin dari kantor tempat mereka bekerja jadi tidak
memungkinkan untuk hadir dan mengikuti kursus calon pengantin.

5. Pada umumnya, masyarakat disini melangsungkan pernikahannya lebih
banyak dilakukan di luar jam KUA atau di dalam jam KUA? Jawab - 7
Sejauh ini lebih banyak yang melangsungkan pernikahan dj luarjam KUA.,
Masyarakat disini hanya ya sekitar 10-15% saja yang menikah didalam
KUA (Kantor Urusan Agama) dan dilakukan pada jam kerja KUA. Karena
ya Itu tadi, terhambat oleh pekerjaan calon pengantin masing-masing,
Itulah dedikasi kami terhadap pelayanan masyarakat agar dapat
mempermudah segala urusan,

6. Bagaimana proses pembayaran pernikahan?




Jawab : Proses pembayaran nelaksanaan pernikahan apabila seluruh
dokumen calon pengantin sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
Syarie;t Islam dan peraturan yang berlaku, dengan cara setor melui setoran
tunai ke Bank atas nama Bendahara Penerima Negara Bukan Pajak Nikah /

Rujuk (PNBP NR) Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp.
600.000,-,




Narasumber : Mahmudah

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Hari / Tanggal ‘Senin 10 Juli 2016
Waktu :07.30
Tempat : Kadipaten
L. Kapén dan dimana bapak / ibu menikah?
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Jawab : Tanggal 16 januari 2015 di rumah sendiri

- Pada saat bapak / ibu menikah, kepengurusannya dilakukan sendiri /
melalui bantuan KUA?
Jawab : Saya lakukan sendiri sih.

- Lalu sistem pengurusannya sesuai tidak dengan ketentuan yang berlaku?
Seperti penjelasan tentang PP No. 48 Tahun 201 4.
Jawab : Sesuai kok dan pihak KUA menjelaskannya juga cukup jelas.

- Apa ada biaya yang harus dikeluarkan selain biaya nikah Rp. 600.000,-?

Jawab : Tidak ada. Hanya biaya nikah saja.

- Menurut bapak / ibu, biaya yang dikeluarkan berat atau tidak?

Jawab : Tidak, malah lebih jelas dan terbuka dengan adanya PP ini.

. Adakah pemberitahuan tentan g kursus calon pengantin dari pthak KUA?

- Jawab : Ada kok tapi saya tidak bisa hadir jadi suami saya saja yang

hadir.
Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA
datang tepat waktu pada saat menikahkan bapak / ibu?

Jawab : Ya kok tepat waktu sesuai yang saya minta di KUA.




Narasumber
Nama : Indah Lestari
Phekerjaan . Pegawai Swasta
Hari : Selasa, 14 Juli 2016
Waktu : 10.15 WIB s/d selesai
Alamatn : Tempat tinggal narasumber di Rowoyoso
Kapan dan dimana bapak / ibu menikah?
i Jawab : Waktu itu saya melangsungkan pernikahan di Rumah pada
| 13 Desember 2015.
| Pada saat bapak / I'bUt menikah, kepengurusannya dilakukan sendirj / melalui
bantuan KUA?
Jawab : Pada saat saya menikah kepengurusannya saya serahkan ke RT
karna pada saat itu saya masih bekerja dan suami bekerja juga. Jadi
sepertinya tidak memungkinkgn untuk melakukan pengurusan
sendiri. Karna izin dari kantor saya dai suami pun susah.
Lalu sistem pengurusannya sesuai tidak dengan ketentuan yang berlai{u?
Seperti penjelasan tentang PP No. 48 Tahun 2014,
Jawab : Kepengurusannya sesuaj dengan ketentuan yang berlaku kok dan
juga terstruktur dengan baik sih. Kalau PP No. 48 Tahun 2014 itu
saya diberitahu dari RT bahwa biaya nikah saat ini Rp. 600.000,- dan itu hanya

untuk administrasi di KUA saja. Jadi belum yang lainnya.




Narasumber  : FATEHA

Pekerjaan : WIRASWASTA

Hari / Tanggal : 12 FEBRUARI 2016

Waktu :07.00

Tempat - KANTOR
Kapan dan dimana bapak / ibu menikah? Jawab - Saya waktu itu menikah di
Rumah pas tanggal 11 April 2015
Pada saat bapak / ibu menikah, kepengurusannya dilakukan sendiri / melalui
bantuan KUA? Jawab : Waktu itu sih keluarga saya minta tolong ke lebe sih,
kamna kami belum paham ya cara-cara kalo mau nikah gitu Lalu sistem
pengurusannya sesuai tidak dengan ketentuan yang berlaku? Seperti penjelasan
tentang PP No. 19 Tahun 2016.Jawab Sepertinya sih sesuai dengan ketentuan
pemerintah ya yang sayajuga baru dapet info dari lebe.Apa ada biaya yang ham§
dikeluarkan selain biaya nikah Rp. 600.000,-?Jawab : Ada. Waktu itu harganya
Rp. 400.000,- nah kan beda jauh bangetsih sama tarif resmi Rp. 600.000,-. Lalu
saya nego jadi Rp.350.000,- tapi prosesnya lama.Menurut bapak / ibu, biaya yang
dikeluarkan berat atau tidak? Jawab - Sebenernya sih gak juga ya. Kalo kita mau
cepet dan waktunya mepet ya wajar lah lebih mahal.Pada saat bapak / ibu
menikah, kepengurusannya dilakukan sendiri / melaluibantuan KUA? Jawab :
Waktu itu sih keluarga saya minta tolong ke lebe sih, karna kami belum paham ya
cara-cara kalo mau nikah gitu. Pada saat bapak / ibu menikah, kepengurusannya

dilakukan sendiri / melalui bantuan KUA?Jawab - Waktu itu sih keluarga saya

minta tolong ke lebe sih, karna kami belum paham ya cara-cara kalo mau nikah




gitu. ninggalin kantor.Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah
pihak KUA datang tepat waktu pada saat menikahkan bapak / ibu?Jawab :
Alhamdulillah sih tepat waktu ya, info yang saya berikan ke lebe tentang jam

berapa saya mau menikah sesuai dengan kedatangan penghulunya.
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